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ABSTRACT 

 

 Procedure for registering a Regional Taxpayer Identification Number at the 

Batu City Regional Revenue Agency. To obtain direct knowledge regarding the 

procedures for registering Regional Taxpayer Identification Numbers at the 

Regional Revenue Agency of Batu City. In this activity the author observes the 

procedures for registering Regional Taxpayer Identification Numbers, inputting 

new data, as well as collecting data on registration of Identification Numbers. 

Corporate and individual Regional Taxpayers and so on. In implementing this, the 

author conducted interviews with several sources who knew about the data needed 

by the author, such as Ms. Damayanti as head of the service department, Mr. 

Prasetyo as an employee of Bapenda, and Ms. Anita as an employee of Bapenda 

who handles the registration procedures for Regional Taxpayer Identification 

Numbers. 1. The first step is to open the website 'bapenda.batukota.go.id' on the 

Google page. 2. After that, the main page of the website 'bapenda.batukota.go.id' 

will appear. 3. After clicking on 'e- Regional Taxpayer Identification Number, 4. 

Next you will get an OTP code. 5. Then the OTP code will be sent via the registered 

email. 6. After successfully logging in, the taxpayer will be directed to choose the 

type of taxpayer to be registered, whether as a personal taxpayer or corporate 

taxpayer. 7. Fill in the forms for personal taxpayers and corporate taxpayers. 8. 

After the form has been filled in according to the instructions then click on the menu 

(Register Regional Taxpayer Identification Number). Each new taxpayer must 

report himself and the business he runs as a regional taxpayer, and register Regional 

Taxpayer Identification Number. Because Regional Taxpayer Identification 

Number is the administrative identity of regional taxpayers that must be owned by 

every regional taxpayer who carries out business activities. 

 

Keywords: Regional Taxpayer Identification Number Registration, Bapenda 

Website 
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RINGKASAN 

Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu; Diva Putri Suci Aprilia; 

210903101053; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Badan Pendapatan Daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah 

di bidang pendapatan daerah. Di Kota Batu Badan Pendapatan Daerah dipimpin 

oleh seorang kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota Batu melalui 

sekretaris daerah. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 menyebutkan 

bahwa, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas pembantu dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan nomor yang harus 

dimiliki wajib pajak sebagai kartu identitas dalam administrasi perpajakan. 

Digunakan untuk melakukan proses pembayaran pajak terhutang bagi wajib pajak 

pribadi maupun wajib pajak badan yang menjalankan kegiatan usaha. Bagi wajib 

pajak yang tidak memiliki NPWPD maka tidak dapat melakukan pelaporan dan 

pembayaran pajak terhutangnya. Menurut Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14 

Tahun 2020 wajib pajak yang tidak melaporkan pajak terhutangnya maka akan di 

kenakan sanksi atau bunga sebesar 2% paling lama tiga bulan. Bapenda Kota Batu 

memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk mendaftar NPWPD secara 

online melalui website Bapenda, agar semua wajib pajak dapat melaporkan pajak 

terhutangnya. 

Pelaksanaan praktik kerja nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Batu. Beralamat di Jl. Panglima Sudirman, Blok B, Lt,1 Balai Kota Among 

Tani, Kota Batu, Jawa Timur 65313. Tujuan praktik kerja nyata ini yaitu untuk 

mempelajari prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

dan cara melaporkan pajak daerah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan pelaksanaan 

pemerintahan daerah, seperti membiayai rumah tangga daerah untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah “Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk memungut 

jenis pajak daerah”.  

Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh penyelenggara pemerintah 

daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah, yang memiliki wewenang dalam 

mengelola pendapatan asli daerah. Semua proses administrasi yang 

bersangkutan dengan pajak daerah biasanya dilaksanakan di Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah. Untuk kota batu proses 

perpajakan di lakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Bapenda 

kota batu pada tahun 2023 memberikann inovasi baru terkait proses 

administrasi perpajakan yang di lakukan secara online, seperti proses 

pendaftaran NPWPD melalui website Bapenda kota batu. Namun tidak 

semua masyarakat kota batu memahami prosedur pendaftaran NPWPD 

secara online tersebut, di karenakan prosedur tersebut masih terbilang 

program baru di Bapenda kota batu. 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan kartu 

identitas yang harus di miliki bagi setiap wajib pajak daerah, setiap wajib 

pajak daerah di haruskan memiliki kartu identitas tersebut untuk digunakan 

dalam administrasi perpajakan. Nomor tersebut digunakan untuk memenuhi 

kewajibannya melakukan pembayaran pajak daerah. Salah satu contoh 

pajak daerah di kota batu yang mengharuskan wajib pajak memiliki 

NPWPD sebagai identitas untuk melakukan kewajibannya adalah Pajak 

Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan juga Pajak 

Restoran. NPWPD sangat di butuhkan dalam melakukan pembayaran pajak 

daerah yang telah di sebutkan sebelumnya, jika wajib pajak daerah tidak
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memiliki NPWPD maka wajib pajak tersebut tidak dapat melakukan 

pembayaran pajak daerah. Wajib pajak daerah yang tidak membayarkan 

pajak terhutangnya maka telah melanggar Peraturan Wali Kota Batu Nomor 

4 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa, setiap wajib pajak daerah pribadi 

ataupun badan yang melakukan kegiatan usaha di kota batu maka di 

nyatakan sebagai wajib pajak daerah dan di haruskan memiliki NPWPD. 

Oleh karena itu pada pembuatan Laporan Tugas Akhir ini penulis tertarik 

untuk mengambil judul tentang “Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok 

Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Batu”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis 

mengajukan rumusan masalah yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimana Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata 

 Untuk memperoleh pengetahuan secara langsung mengenai 

prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. 

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

 Manfaat Praktik Kerja Nyata bagi mahasiswa yaitu menambah 

pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung, memperluas 

pengetahuan dan menerapkan secara langsung teori yang telah di pelajari di 

kampus. 

b. Bagi Universitas 

 Manfaat Praktik Kerja Nyata bagi Universitas Jember dapat 

menciptakan mahasiswa yang kompeten, berkualitas dan bertanggung 

jawab dengan bekerja sama dengan instansi tempat Praktik Kerja Nyata.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Definisi Prosedur 

Prosedur merupakan langkah-langkah atau tahapan dari suatu 

kegiatan yang menjelaskan tahapan berupa penyelesaian dalam suatu 

kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan mulai awal hingga akhir. 

2.2 Definisi Pajak Daerah 

 Pajak daerah dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 

2023 Tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah merupakan “kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. 

2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang 

diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas wajib pajak daerah dalam administrasi perpajakan. Kepemilikan 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan bentuk ketaatan 

wajib pajak pribadi maupun badan, yang sedang menjalankan kegiatan 

usaha dalam membayarkan pajak penghasilannya. Bagi wajib pajak yang 

tidak memiliki NPWPD, maka tidak dapat melakukan pembayaran pajak 

daerah atas penghasilan dari kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Di 

kota batu bagi wajib pajak daerah yang tidak melakukan pembayaran 

pajak daerah, akan di kenakan sanksi administrasi hingga pembubaran 

tempat usaha, dan telah melanggar Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14 

Tahun 2020. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2018 Terkait 

Nomor Identitas Pajak Daerah “Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD) di peruntukan terhadap jenis pajak yang di bayarkan sendiri 

berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak tersebut, adapun jenis pajak 

yang dimaksud sebagai berikut. 
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1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 

4. Pajak Penerangan Jalan dan; 

5. Pajak Parkir. 

Lima jenis pajak di atas merupakan pajak daerah yang menggunakan 

sistem pemungutan Self Assessment System, merupakan sistem 

pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk 

menghitung dan membayarkan jumlah pajak terhutangnya secara 

mandiri. 

Indonesia menerapkan tiga jenis pemungutan pajak yaitu; 

1. Self Assessment System 

 Merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada wajib 

pajak untuk menentukan besaran pajak terhutangnya dan melakukan 

pelaporan secara mandiri. 

2. Official Assessment System 

 Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada petugas 

pajak untuk menentukan besaran pajak terhutang setiap wajib pajak. 

3. Withholding Ssystem 

 Sistem pemungutan ini memberikan wewenang pemungutan pajak 

oleh pihak ketiga. 
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BAB 3. METODOLOGI 

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

3.1.1   Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

    Pelaksanaan praktik kerja nyata dilaksanakan di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Batu. Beralamat di Jl. Panglima Sudirman, Blok 

B, Lt,1 Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur 65313. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

      Praktik kerja nyata ini dilaksanakan kurang lebih selama tiga 

bulan dimulai pada tanggal 15 Januari 2024 s.d 28 Maret 2024. Di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Batu yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman, 

Blok B, Lt,1 Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur 65313. 

3.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata  

      Praktik Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah wajib 

yang harus ditempuh ole mahasiswa Program Diploma III Perpajakan. Jika 

mahasiswa telah menyelesaikann minimal 106 SKS dari 111 SKS. Praktik 

Kerja Nyata ini dilakukan dalam rangka penyusunan Tugas Akhir sebagai 

salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Ahli Madya (A.Md.) pada 

Program Studi Diploma III Perpajakan. 

3.2       Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

      Dalam pelaksanaan praktik kerja nyata penulis di tempatkan pada 

bagian pelayanan tepatnya dibagian Mall Pelayanan Publik (MPP), pada 

bidang pelayanan masyarakat terkait pajak. Penulis mendapat beberapa 

tugas seperti, menginput data wajib pajak pribadi atau badan dan membuat 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) baru, meregistrasi (NPWPD), 

memverifikasi data yang diinput dengan laporan yang diuploud restoran, 

menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), mengisi form 

pendaftaran (NPWPD) baru. Semua pekerjaan menggunakan website yang 

diterbitkan oleh Bapenda Kota Batu. Guna untuk memberikan pelayanan 

yang baik dan transparan kepada wajib pajak. Dalam penulisan laporan 

tugas akhir ini, penulis lebih tertarik dan fokus 
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pada pokok pembahasan prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD). 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1    Jenis Data 

 Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata jenis data yang digunakan 

yaitu sebagai berikut. 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata, atau 

gambar yang tidak menekankan pada angka (Sugiyono,2020:23). 

b. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka, simbol ataupun 

bilangan. Menurut Sugiyono (2020:23) "Data kuantitatif merupakan 

data yang di peroleh melalui pengukuran berdasarkan rentang atau 

interval". 

   3.3.2   Sumber Data 

           Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

yang mengetahui data yang dibutuhkan oleh pencari data. Menurut 

Sugiyono (2020:193) “Data primer ialah data yang didapat secara 

langsung tanpa perantara”. Pada pelaksanaan kegiatan ini diperoleh 

data dari pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. 

b. Data Skunder 

Data Skunder adalah data yang didapat tidak secara langsung. 

Menurut Sugiyono (2020:193) “Data skunder merupakan data yang 

didapat tidak secara langsung”. Pada pelaksanaan kegiatan ini data 

skunder berupa Undang-Undang Peraturan Daerah dan Retribusi 

Daerah, PMK, Undang-Undang Perpajakan, Aplikasi e-NPWPD, 

Aplikasi Lapor pajak dan Website Bapenda.batukota.go.id. 
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3.4      Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan 

bahan yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan, dalam 

pelaksanaan kegiatan ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut. 

a. Observasi 

 Observasi merupakan pengumpulan data dengan pengamatan objek 

tertentu. Menurut Sugiyono (2020:109) “Observasi adalah suatu 

pengamatan dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehar-hari dalam 

kegiatan atau objek yang sedang diamati”. Pada kegiatan ini penulis 

mengamati prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD), Penginputan data NPWPD baru, dan lain sebagainya. 

b. Studi Pustaka 

 Pengumpulan data melalui studi kasus merupakan pengumpulan 

data dengan mengkaji buku, literatur, catatan, maupun laporan yang 

berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Wardana dkk, 

2020:13). Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa refesensi terkait 

peraturan perpajakan, Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta 

Undang-Undang Terkait Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 

c. Wawancara 

  Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data, dengan 

melakukan pertemuan antara dua orang atau lebih yang saling bertukar 

informasi melalui tanya jawab sahingga mendapatkan informasi dan data 

yang dibutuhkan (Sugiyono, 2020:114). Dalam pelaksanaan hal ini 

penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang 

mengetahui terkait data yang dibutuhkan oleh penulis seperti, Ibu 

Damayanti selaku kepala bagian pelayanan, Bapak Prasetyo selaku 

pegawai Bapenda, dan Ibu Anita selaku pegawai Bapenda yang mengurus 

prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1    Gambaran Umum Instansi 

4.1.1   Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

 Badan Pendapatan Daerah merupakan penyelenggara 

pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah. Di Kota Batu Badan 

Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang bertanggung 

jawab kepada Wali Kota Batu melalui sekretaris daerah. Peraturan Walikota 

Batu Nomor 99 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Pemerintah Daerah 

adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD menurut otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Setiap daerah mempunyai perangkat daerah yang berwenang 

untuk mengatur kesejahteraan masyarakat di dalam daerah tersebut.  

 Badan Pendapata Daerah Kota Batu di dirikan untuk mengurus dan 

mengelola pendapatan dari sektor pajak daerah di Kota Batu. Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu, 

menjelaskan bahwa Kota Batu dulunya merupakan bagian dari wilayah kota 

malang. Kota Batu secara resmi didirikan pada tahun 2001, dulunya 

merupakan wilayah terkecil di kawasan malang raya. Dengan berjalannya 

waktu Kota Batu mulai melakukan pembangunan untuk memajukan 

daerahnya. Pembangunan tersebut mengandalkan dari sektor pariwisata, 

karena Kota Batu memiliki banyak objek wisata buatan maupun alam yang 

selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari dalam daerah maupun luar 

daerah.  

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota batu terbesar saat ini 

disumbangkan oleh pendapatan dari sektor pajak. Pendapatan asli daerah 

merupakan hak pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai pendapatan 

daerah. Sejak tahun 2010 sektor pajak di kota batu terus mengalami 
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peningkatan, dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu mampu 

mengoptimalkan pendapatan daerah untuk terus meningkat. Hingga saat ini 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu terus berusaha untuk mengoptimalkan 

pendapatan daerahnya dengan melakukan berbagai upaya. Badan 

Pendapatan Daerah Kota Batu mengelola 9 jenis pajak daerah sebagai 

berikut. 

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

2. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

3. Pajak Hotel 

4. Pajak Hiburan 

5. Pajak Restoran 

6. Pajak Reklame 

7. Pajak Air Tanah (PAT) 

8. Pajak Penerangan Jalan 

9. Pajak Parkir 

4.1.2 Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

 Badan pendapatan daerah Kota Batu ialah badan yang berwenang 

untuk mengelola pendapatan daerah Kota Batu. Badan pendapatan daerah 

Kota Batu ini memiliki beberapa tugas pokok dan tanggung jawab sebagai 

lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam daerahnya. Adapun 

tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu di atur dalam 

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang tugas dan 

fungsi.  

a. Tugas Bapenda Kota Batu sebagai berikut: melakukan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah. 

b. Fungsi Bapenda Kota Batu sebagai berikut: 

1.Pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD); 

2. Menyusun strategi dan rencana kerja tahunan; 

3. Melakukan tugas dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah; 

4. Mengkoordinasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
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5. Pelaksana pemungutan pajak daerah. 

4.1.3 Bidang-Bidang Di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

       Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dalam melaksanakan tugasnya 

memiliki beberapa bagian bidang, yaitu sebagai berikut. 

1. Bidang Tata Usaha  

Tata usaha di Bapenda Kota Batu memili tiga Sub Bidang yaitu sebagai 

berikut. 

a. Bidang Umum 

Bidang ini ialah bidang yang mengurus surat menyurut yang 

berhubungan dengan Bapenda kota batu, seperti mengurus surat 

masuk maupun surat keluar dari Bapenda kota batu. 

b. Bidang Kepegawaian 

Bidang ini meliputi seluruh pegawai Bapenda kota batu, sembilan 

pajak daerah yang dikelola oleh Badan pendapatan daerah kota batu 

memiliki masing-masing staf yang membantu kepala badan untuk 

memelayaani setiap wajib pajaknya, seperti; 

1. Staf PBB 

2. Staf BPHTB 

3. Staf Pajak Reklame  

4. Staf Pajak Hotel  

5. dan lain sebagainya 

c. Bidang Keuangan 

Merupakan bagian yang mengurus anggaran Bapenda Kota Batu, 

sebagai berikut. 

 a.  Bendahara Pengeluaran 

     Orang yang bertanggung jawab atas uang belanja, mulai dari 

melakukan perhitungan anggarannya sampai terealisasikan. 

b. Bendahara Penerimaan  

     Diberikan wewenang untuk menerima, menyimpan, dan 

mempertanggung jawabkan uang masuk dan diakui sebagai 

pendapatan.
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2. Bidang Pelayanan, Pendataan dan Informasi 

a. Bidang Pelayanan dan Pendataan bertugas untuk membantu 

Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas pendataan seperti 

melakukan penilan terhadap objek pajak daerah. 

b. Bidang Informasi bertugas membantu kepala bidang untuk 

memberikan informasi terkait perkembangan Pendapatann Asli 

Daerah (PAD). 

3. Bidang Penetapan, dan Penilaian 

 Bidang penetapan, dan penilaian bertugas untuk merencanakan, 

merumuskan, mengkoordinasi, melaksanakan program, mengendalikan 

kegiatan dibidang penilaian objek, penetapan serta penyelesaian 

keberatan. Untuk menentukan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

harus di lakukan penilaian objek pajak terlebih dahulu oleh bidang 

penilaian. 

 Dalam bidang penetapan, dan penilaian memili 3 pajak yang 

menggunakan Official Assessment System, yaitu Pajak Air Tanah, Pajak 

Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain dari tiga pajak 

tersebut seperti pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran 

menggunakan self essessment system. Indonesia menggunakan 3 jenis 

sistem pemungutan pajak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1994 yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan subjek dan 

objek pajak, sebagai berikut. 

a. Self Assessment System  

  Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak sendiri untuk menentukan besaran pajak terhutang dan 

dibayarkan secara mandiri. 

b.  Official Assessment System 

sistem pemungutan dimana pemerintahlah yang menentukan 

besarnya jumlah pajak terhutang kepada petugas pajak sebagai 

pemungut pajak. 
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c. Withholding System 

Sistem pemungutan ini melibatkan pihak ketiga yang memiliki 

wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak terhutang 

wajib pajak. 

4.1.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

1. Visi  

Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dengan didukung Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang profesional dan pelayanan prima. 

2. Misi 

a. Mengoptimalkan pendapatan daerah. 

b. Meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan pendapatan 

daerah. 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

d. Meningkatkan kualitas pelayanan. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi. 
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4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

 Sumber data: Peraturan wali kota batu Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan   

Organisasi, Tugas dan Fungsi Bapenda Kota Batu. 

4.2 Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 

 NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) merupakan nomor 

yang dimiliki wajib pajak daerah sebagai kartu identitas dalam administrasi 

perpajakan. Dalam Peratur Wali Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 menjelaskan 

bahwa NPWPD di peruntukkan terhadap wajib pajak dan usaha wajib pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak daerah. Untuk membayarkan 

pajak penghasilan dari kegiatan usaha yang di jalankan wajib pajak daerah di 

kota batu, di perlukan NPWPD sebagai syarat melakukan pelaporan pajak atas 

penghasilannya. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD maka tidak dapat 

melakukan pelaporan pajak daerah. Dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 

14 Tahun 2023 Bagi wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan pembayaran 
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pajak terhutang akan di kenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

Adapun bunga yang dimaksud adalah sebesar 2% untuk paling lama tiga 

bulan, hingga pembubaran tempat usaha oleh pemerintah kota batu yang 

berwenang. 

 Badan Pendapatan Daerah Kota Batu merupakan penyelenggara 

daerah dalam sektor pajak daerah dan kantor pelayanan kepada masyarakat 

kota batu terkait pajak daerah, seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD). Wajib pajak melakukan pendaftaran NPWPD di Bapenda 

kota batu untuk mendaftarkan usaha yang di jalankan nya menjadi wajib pajak 

daerah. Namun sejak tahun 2023 Bapenda kota batu memberikan inovasi baru 

yaitu pendaftaran NPWPD secara online, melalui website Bapenda. Pada 

tahun 2023 pendaftaran NPWPD secara online di kota batu hanya di lakukan 

3-5 orang wajib pajak saja. Hingga saat ini masih banyak masyarakat kota batu 

yang kurang memahami cara pendaftaran NPWPD secara online. Dapat dilihat 

pada data pendaftaran NPWPD di Bapenda kota batu mulai bulan januari-juni 

2024 di bawah ini. 

4.2.1 Tabel Data NPWPD 2024 Bapenda Kota Batu 

Jumlah NPWPD Yang 

Mendaftar 

Online Offline 

Triwulan 1 (satu)   

23 NPWPD 20% 30% 

Tiwulan 2 (dua)   

32 NPWPD 20% 30% 

Gambar 4.2.1: Data NPWPD 2024 Bapenda Kota Batu  

(Sumber: staf Bapenda)  

 Badan Pendapatan Daerah Kota Batu memiliki SOP Pelayanan 

terkait pendaftaran NPWPD wajib pajak baru untuk pajak daerah secara 

manual. Adapun SOP pendaftaran tersebut ialah sebagai berikut ini. 
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4.2.2 SOP Pelayanan Pendaftaran NPWPD 

 Gambar 4.2.2: SOP Pendaftaran NPWPD manual Bapenda Kota Batu 2024 

(Sumber: bapanda.batukota.go.id) 

Gambar diatas merupakan SOP pendaftaran NPWPD manual di 

Bapenda kota batu, dari SOP tersebut dapat di lihat bahwa proses pendaftaran 

NPWPD secara manual melalui proses yang panjang, di bandingkan dengan 

pendaftaran NPWPD secara online. Maka Bapenda kota batu memberikan inovasi 

baru terkait pendaftaran NPWPD secara online untuk memberikan kemudahan 

kepada masyarakat kota batu. Inovasi tersebut juga merupakan salah satu upaya 

pemerintah kota batu untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah kota batu. 

 

Adapun prosedur untuk melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah (NPWPD) secara online di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu ialah 

sebagai berikut ini. 

1. Langkah pertama membuka website ‘bapenda.batukota.go.id’ di halaman 

google. 
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2. Setelah itu akan muncul halaman utama website ‘bapenda.batukota.go.id’ 

seperti di bawah ini. 

Gambar 4.2: Fitur Pendaftaran NPWPD 2024  

(Sumber: bapenda.batukota.go.id) 

 Gambar di atas merupakan halaman awal website ‘bapenda.batu.kota.go.id’ 

yang menapilkan fitur e-PBB, Lapor Pajak, e-NPWPD, dan e-BPHTB. Untuk 

melakukan pendaftaran NPWPD secara online menggunakan fitur ‘e-NPWPD’. 

 

3. Setelah ‘e-NPWPD’ di klik, akan muncul gambar seperti di bawah ini. 

Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024 

 (Sumber: bapenda.batukota.go.id) 
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 Untuk memulai proses pendaftaran NPWPD wajib pajak harus mengisi email 

yang akan didaftarkan. Pastikan email yang di gunakan belum pernah untuk 

mendaftar sebelumnya, setelah melakukan pengisian email lalu klik (Daftar e-

NPWPD) untuk melanjutkan proses pendaftaran. 

4. Selanjutnya akan muncul gambar seperti di bawah ini untuk mendapatkan 

kode OTP. 

Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024  

(Sumber: bapenda.batukota.go.id) 

Untuk mendapatkan kode OTP wajib pajak harus mengisi nama pemohon 

dan nomor wa pemohon terlebih dahulu. Pada wajib pajak pribadi dapat mengisinya 

dengan data pribadinya, namun untuk wajib pajak badan dapat mengisi dengan 

nama Direktur, kepala toko, manajer ataupun seseorang yang bertanggung jawab 

dalam perusahaan tersebut. 

5. Kemudian kode OTP akan dikirimkan via email yang telah didaftarkan, 

jika kode OTP berhasil di kirimkan maka akan di tampilkan gambar seperti 

di bawah ini. 

Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024 

 (Sumber: bapenda.batukota.go.id) 
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Setelah muncul tampilan seperti di atas untuk kolom kode OTP di isi sesuai kode 

yang telah dikirimkan via email. Selanjutnya klik (Log In e-NPWPD). 

6. Setelah berhasil Log in selanjutnya wajib pajak di arahkan untuk memilih 

jenis wajib pajak yang di daftarkan, apakah sebagai wajib pajak pribadi 

atau wajib pajak badan. Seperti gambar di bawah ini. 

Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024  

(Sumber: bapenda.batukota.go.id) 

 

Setelah memilih jenis wajib pajak, kemudian di lanjutkan dengan mengisi formulir 

pendaftaran e-NPWPD. 

7. Pengisian formulir wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan memiliki 

sedikit perbedaan, dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

a. Wajib Pajak Pribadi 

Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024 

 

 

 



19 

 
 

Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024 

Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024 
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b. Wajib Pajak Badan 

Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024 

Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024 

Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran NPWPD 2024 

 Setelah formulir pendaftaran di isi sesuai dengan petunjuk lalu klik menu 

(Daftar e-NPWPD), jika permohonan e-NPWPD berhasil maka akan muncul 

gambar seperti di bawah ini.
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 Gambar 4.2: Pendaftaran NPWPD 2024 

 (Sumber: bapenda.batukota.go.id) 

 

 Jika sudah di tampilkan gambar seperti di atas, maka proses pendaftaran 

NPWPD online sudah selesai. Proses selanjutnya yaitu pengecekan data oleh pihak 

Bapenda, jika data yang di uploud sudah sesuai dengan data yang ada maka akan di 

lanjut verifikasi oleh pihak Bapenda dan SK Pengukuhan NPWPD akan dikirimkan 

melalui wa yang telah didaftarkan.
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pelaksanaan praktek kerja nyata di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Batu dengan judul “Prosedur Pendaftaran Nomor 

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Batu”. Dapat di simpulkan bahwa setiap wajib pajak baru harus melaporkan 

dirinya serta usaha yang di jalankannya sebagai wajib pajak daerah, dan 

melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Karena 

NPWPD merupakan identitas administrasi wajib pajak daerah yang harus di 

miliki oleh setiap wajib pajak daerah yang menjalankan kegiatan usaha. 

Kepemilikan NPWPD digunakan sebagai berikut ini. 

1. Melakukan pelaporan pajak terhutang oleh wajib pajak daerah atas usaha 

yang di jalankan, wajib pajak daerah tersebut harus memiliki NPWPD 

sebagai identitas administrasi pajak daerah.  

2. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD maka tidak dapat melakukan 

pelaporan pajak terhutangnya, jika tidak melaporkan pajak terhutangnya 

maka wajib pajak tersebut akan di kenakan sanksi atau bunga sebesar 2% 

untuk paling lama tiga bulan. 

 

SARAN 

 Berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut. 

1. Proses pendaftaran NPWPD melalui digitalisasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak daerah di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, direkomendasikan untuk 

menyederhanakan prosedur agar semua wajib pajak dapat 

melakukannya secara mandiri. 

2. Peningkatan kualitas layanan dan edukasi proses pendaftaran NPWPD 

untuk menjamin kepuasan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan 
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dalam pembayaran pajak daerah, Bapenda Kota Batu sebaiknya fokus 

pada peningkatan kualitas layanan dan memberikan sosialisasi 

terhadap prosedur pendaftaran NPWPD secara online. 
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LAMPIRAN 1. DAFTAR KEGIATAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA 

NYATA 
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LAMPIRAN 2. TRANSKRIP WAWANCARA 

Narasumber  : Ibu Anita  

Tanggal   : 16 Februari 2024 

Tempat Wawancara : Mall Pelayanan Publik 

Topik Pembicaraan  : Pembahasan terkait Pendaftaran NPWPD hingga  

                 Penyetoran Pajak Daerah. 

Pewawancara   : Selamat siang ibu nita, Mohon maaf mengganggu  

      waktunya ibu. Apakah ibu berkenan apabila saya    

        mengajukan beberapa pertanyaan seputar   

      Pendaftaran NPWPD hingga Penyetoran Pajak   

      Daerah di Bapenda Kota Batu? 

Narasumber  : Iya mbak diva, silahkan. 

Pewawancara  : Baik ibu, yang pertama saya ingin bertanya terkait  

      apa saja pajak daerah yang di kelola oleh Bapenda  

      Kota Batu saat ini? 

Narasumber  : Saat ini Bapenda Kota Batu mengelola sembilan  

      jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Restoran, Reklame,  

     Penerangan Jalan, Parkir, Hiburan, PBB P2, BPHTB 

     dan Air Tanah. 

Pewawancara  : Lalu upaya apa yang dilakukan Bapenda Kota Batu   

      untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor 

      pajak saat ini ya bu? 
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Narasumber  : Saat ini Bapenda Kota Batu menciptakan inovasi  

      baru untuk upaya memberikan pelayanan terbaik  

      kepada masyarakat Kota Batu dengan menciptakan 

      website yang dapat digunakan masyarakat dalam  

      pengurusan beberapa pajak, serta pelaporan pajak  

      daerahnya. 

Pewawancara  : Untuk pelaporan pajak daerah apakah memiliki  

       syarat tertentu agar dapat melaporkan melalui  

      website yang telah di sediakan Bapenda ini ya bu? 

Narasumber   : Kalo untuk persayaratan penggunaan website nya  

      tidak ada nak, siapa saja bisa mengaksesnya tapi  

      untuk setiap pajak yang ada di dalam website  

      tersebut memiliki identitas tersendiri, seperti Pajak 

      Bumi dan Bangunan jika ingin mengetahui PBB  

      nya harus mengetahui NOP (Nomor Objek Pajak)  

      nya, dan untuk pajak daerah lainnya yang   

      berjeniskan usaha menggunakan NPWPD nya, baik 

      jenis usaha Badan maupun Pribadi. 

Pewawancara  : Lalu untuk mendapatkan identitas tersebut apakah  

      dapat di buat menggunakan website yang ada bu? 

Narasumber  : Untuk mendapatkan NOP PBB didapat apabila  

      wajib pajak yang bersangkutan telah melakukan  

      registrasi atas objek pajaknya, sedangkan NPWPD 

      dapat didaftarkan melalui website yang tersedia  

      pada fitur e-NPWPD. 
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Pewawancara  : Untuk prosedur pembayaran pajak daerah secara  

     online di Bapenda Kota Batu ini bagaimana ya bu? 

Narasumber  : Untuk prosedur pembayaran pajak daerah itu harus 

     memiliki NPWPD sebagai kartu identitas   

     administrasi perpajakannya, jadi jika sudah   

       memiliki NPWPD maka wajib pajak dapat   

     melaporkan pajak daerahnya melalui fitur   

     laporpajak pada website bapenda.batukota.go.id. 

Pewawancara  : Lalu untuk wajib pajak daerah di kota batu ini yang 

     tidak memiliki NPWPD bagaimana tindak lanjut  

     dari pemerintah kota batu nya ya ibu? 

Narasumber  : wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD maka  

     tidak dapat melakukan pelaporan pajak daerah  

     terhutangnya, dengan tidak melaporkan pajak  

     terhutangnya maka akan di kenakan sanksi atau  

     denda sebesar 2%. Pernyataan tersebut terdapat  

     dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14 Tahun  

     2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

Pewawancara  : dan untuk saat ini di Bapenda Kota Batu wajib pajak 

      yang telah memiliki NPWPD dikenakan   

                 pajak berapa persen ya bu?  

Narasumber  : Untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD  

      akan dikenakan 10% untuk pajak daerah nya, dan  

      bagi wajib pajak yang telat untuk menyetorkan  

      pajak daerahnya akan dikenakan sanksi   

      administrasi sebesar seratus ribu rupiah untuk wajib 

      pajak pribadi, dan lima ratus ribu rupiah untuk  

      wajib pajak badan.  
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Pewawancara   : Berarti kurang lebih begitu prosedur pelayanan  

      Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dan   

      pendaftaran NPWPD, hingga pembayaran pajak  

      daerah di Bapenda ini ya bu. Mungkin itu saja yang 

      ingin saya tanyakan, apabila ada hal lain yang ingin 

      saya tanyakan, saya akan menemui ibu nita, mohon 

      untuk bimbingannya ya bu dan terimakasih banyak   

      iya bu. 

Narasumber  : Iya nak, sama-sama. 
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LAMPIRAN 3. SURAT PENGANTAR PRAKTIK KERJA NYATA 
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LAMPIRAN 4. SURAT PERSETUJUAN TEMPAT PRAKTIK 

KERJA NYATA 
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LAMPIRAN 5. SURAT TUGAS PRAKTIK KERJA NYATA 
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LAMPIRAN 6. SURAT TUGAS DOSEN PEMBIMBING 

 

 

 



34 

 
 

LAMPIRAN 7. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata 
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LAMPIRAN 8. LEMBAR NILAI PRAKTIK KERJA NYATA 
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LAMPIRAN 9. DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN 
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LAMPIRAN 10. DOKUMENTASI PRAKTIK KERJA NYATA 
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LAMPIRAN 11. DOKUMENTASI SUPERVISI PRAKTIK KERJA 

NYATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



39 

 
 

LAMPIRAN 12. UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN 

PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021 
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LAMPIRAN 13. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 27 TAHUN 

2021 
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LAMPIRAN 14. PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMO 

PER- 04/PJ/2020 
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